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ABSTRAK 
 

Pajak merupakan instrumen vital dalam sistem keuangan negara yang berfungsi tidak hanya 
sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan nasional, tetapi juga sebagai alat pengatur 
(regulerend) dalam mencapai tujuan konstitusional negara. Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis landasan hukum kewajiban membayar pajak dalam sistem hukum Indonesia, 
menjelaskan pajak sebagai bentuk partisipasi warga negara, serta mengkaji peran strategis pajak 
dalam pembiayaan pembangunan nasional berdasarkan teori kontrak sosial. Dalam kerangka 
negara hukum, pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang sebagaimana diatur dalam 
Pasal 23A UUD NRI Tahun 1945, yang menegaskan prinsip legalitas dan legitimasi pemungutan 
pajak oleh negara. Selain itu, pajak mencerminkan partisipasi aktif warga negara dalam kehidupan 
berbangsa, dengan membayar pajak sebagai wujud kontribusi terhadap pelayanan publik dan 
kesejahteraan umum. Namun demikian, implementasi sistem perpajakan di Indonesia masih 
menghadapi tantangan berupa rendahnya kepatuhan pajak, lemahnya penegakan hukum, dan 
kurangnya transparansi fiskal. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum, edukasi perpajakan, 
serta reformasi administratif menjadi langkah strategis untuk mewujudkan sistem perpajakan yang 
adil, partisipatif, dan berkelanjutan dalam mendukung pembangunan nasional. 

Kata kunci :  pajak, partisipasi warga negara, pembangunan nasional, kontrak sosial, 
UUD 1945 

 

ABSTRACT 
 

Taxes are a vital instrument in the state financial system, serving not only as the primary source 

of funding for national development but also as a regulatory tool in achieving the country's 

constitutional goals. This study aims to analyze the legal basis for the obligation to pay taxes in the 

Indonesian legal system, explain taxes as a form of citizen participation, and examine the strategic 

role of taxes in financing national development based on the theory of social contracts. Within the 

framework of a state governed by law, tax collection must be based on laws as stipulated in Article 

23A of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which affirms the principle of legality 

and legitimacy of tax collection by the state. Furthermore, taxes reflect the active participation of 

citizens in national life, by paying taxes as a form of contribution to public services and general 

welfare. However, the implementation of the tax system in Indonesia still faces challenges in the 

form of low tax compliance, weak law enforcement, and a lack of fiscal transparency. Therefore, 

increasing legal awareness, tax education, and administrative reform are strategic steps to realize a 

fair, participatory, and sustainable tax system in supporting national development. 

Keyword :  taxes, citizen participation, national development, social contract, 1945 
Constitution 
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1. PENDAHULUAN  

 Negara berkewajiban menjalankan 

roda pemerintahan dan pembangunan dalam 

segala bidang untuk memenuhi kepentingan 

rakyatnya yang membutuhkan dana yang tidak 

sedikit. Dana tersebut dikumpulkan dari 

seluruh potensi sumber daya yang dimiliki 

negara, baik berupa kekayaan alam maupun 

iuran dari masyarakat dan salah satu bentuk 

iuran masyarakat tersebut adalah pajak. Pajak 

menurut para ahli keuangan ialah kewajibab 

yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang 

harus disetorkan kepada negara sesuai dengan 

ketentuan, tanpa dapat prestasi kembali dari 

negara, dan hasilnya untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluaran umum disatu pihak 

dan untuk merealisir sebagian tujuan ekonomi. 

 Sedangkan menurut Rochmat 

Soemitro pajak adalah iuran rakyat kepada kas 

Negara berdasarkan undang-undang (yang 

dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa 

imbalan (kontra prestasi), yang langsung dapat 

ditunjukkan dan yang digunakan untuk 

membayar pengeluaran umum (public 

investment) dalam (Dedi, 2017). Menurut UU 

No 28 Tahun 2007, pasal 1, pajak adalah 

kontribusi wajib kepada negara yang terutang 

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan Undang-Undang 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan 

negara bagi sebesar-besarnya untuk 

kemakmuran rakyat. 

 Kesadaran wajib pajak adalah suatu 

kondisi dari mana wajib pajak mengetahui, 

memahami dan melaksanakan pajak dengan 

benar. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib 

pajak maka pemahaman dan pelaksanaan 

pajak semakin baik sehingga dapat 

meningkatkan pembayaran pajak. Kepatuhan 

membayar pajak diartikan sebagai suatu nilai 

yang rela dikontribusikan oleh seseorang 

(yang ditetapkan dengan peraturan) yang 

digunakan untuk membiayai pengeluaran 

umum negara dengan tidak mendapat jasa 

timbal (kontraprestasi) secara langsung 

(Sulistyowati & Rahayu, 2023). 

 Pada dasarnya partisipasi masyarakat 

yaitu keikutsertaan dan keterlibatan umum 

maupun sebanyak–banyaknya masyarakat 

bersama pemerintah untuk memberikan 

upaya, apresiasi dan bantuan guna 

meningkatkan, melancarkan, memudahkan, 

dan memberikan jaminan usaha pembangunan 

tersebut berhasil sesuai dengan yang telah 

ditentukan sejak awal. Keterlibatan 

masyarakat pada hakekatnya merupakan 

partisipasi dan keterlibatan masyarakat secara 

luas atau dengan pemerintah sedapat mungkin 

dalam perihal membantu dan memberikan 

angan-angan untuk meningkatkan, 

mempercepat, memfasilitasi dan menjamin 

tercapainya tujuan pembangunan 

berkelanjutan yang telah ditetapkan.  

 Hal ini mempunyai arti bahwa 

partisipasi diperlukan dalam bentuk dukungan 

masyarakat agar suatu pembangunan yang 

direncanakan dapat berhasil. Pembangunan 

pemerintah dilakukan dengan tujuan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 

menurut Zahara dalam (Agustin & Mustoffa, 

2023) pemerintah memiliki kekuasaan 

tertinggi sebagai pemberi arahan dan tidak 

membutuhkan aspirasi dari masyarakat. Pada 

proses pembangunan terdapat beberapa 

kendala yang mempengaruhi partisipasi 

masyarakat desa. Negara memiliki kewajiban 

untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan 

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 

sebagaimana termaktub dalam Pembukaan 

UUD NRI Tahun 1945. Untuk mewujudkan 

tujuan tersebut, negara memerlukan sumber 

pembiayaan yang stabil dan berkelanjutan. 

Dalam hal ini, pajak merupakan instrumen 

utama pembiayaan negara. Oleh karena itu, 

kewajiban membayar pajak bukan sekadar 

kewajiban hukum, melainkan juga bentuk 

partisipasi aktif warga negara dalam 

pembangunan nasional. 

 

2. METODE 

Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif normatif, dengan fokus 

pada kajian hukum dan teori sebagai landasan 
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analisis. Pendekatan normatif digunakan 

untuk mengkaji norma-norma hukum yang 

berlaku mengenai kewajiban perpajakan, serta 

untuk menelaah fungsi pajak dalam sistem 

ketatanegaraan Indonesia. Data yang 

digunakan merupakan data sekunder, yang 

bersumber dari peraturan perundang-

undangan (legal sources), doktrin hukum 

(doctrinal approach), literatur ilmiah, teori-

teori pemikiran klasik seperti kontrak sosial 

oleh Rousseau dan Locke, serta putusan 

Mahkamah Konstitusi yang relevan, 

khususnya Putusan MK No. 63/PUU-

XV/2017. 

Teknik pengumpulan data dilakukan 

melalui studi kepustakaan (library research), 

yaitu dengan mengumpulkan bahan hukum 

primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan 

dengan perpajakan, partisipasi warga negara, 

dan pembangunan nasional. Bahan hukum 

primer mencakup UUD NRI Tahun 1945, 

Undang-Undang KUP, Undang-Undang PPh, 

dan Undang-Undang PPN. Bahan hukum 

sekunder mencakup buku-buku teori hukum 

perpajakan, jurnal ilmiah, serta artikel hukum. 

Sedangkan bahan tersier mencakup kamus 

hukum dan ensiklopedia. 

Analisis data dilakukan secara 

deskriptif-analitis, yaitu dengan 

menggambarkan, menguraikan, dan 

menafsirkan konsep-konsep dasar mengenai 

fungsi pajak sebagai alat pengatur dalam 

pembangunan nasional, serta kemudian 

disajikan secara sistematis untuk menjawab 

rumusan masalah yang telah ditetapkan. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Landasan Hukum Kewajban Membayar 

Pajak 

Pasal 23A UUD NRI Tahun 1945 

menyatakan bahwa “pajak dan pungutan lain 

yang bersifat memaksa untuk keperluan 

negara diatur dengan undang-undang”. Makna 

pasal ini sangat fundamental. Ia menegaskan 

beberapa hal penting : 

 

Legalitas Pajak 

Pajak tidak bisa dipungut seìcara 

seìweìnang-weìnang oleìh peìmeìrintah tanpa 

adanya dasar hukum (undang-undang). Ini 

meìrupakan impleìmeìntasi dari asas leìgalitas 

dalam neìgara hukum. Dalam sisteìm 

keìtataneìgaraan Indoneìsia, peìmungutan pajak 

tidak boleìh dilakukan seìcara seìweìnang-

weìnang oleìh peìmeìrintah. Peìmungutan pajak 

hanya sah jika meìmiliki dasar hukum yang 

jeìlas dan teìgas, yaitu undang-undang. 

Keìteìntuan ini diteìgaskan dalam Pasal 23A 

Undang-Undang Dasar Neìgara Reìpublik 

Indoneìsia Tahun 1945 yang meìnyatakan 

bahwa: “Pajak dan pungutan lain yang 

beìrsifat meìmaksa untuk keìpeìrluan neìgara 

diatur deìngan undang-undang.” Artinya, 

pungutan yang beìrsifat meìmaksa keìpada 

warga neìgara hanya dapat dibeìnarkan apabila 

teìlah disahkan meìlalui proseìs leìgislasi oleìh 

Deìwan Peìrwakilan Rakyat (DPR), seìbagai 

reìpreìseìntasi rakyat. Hal ini meìnceìrminkan 

prinsip “no taxation without reìpreìseìntation”, 

yaitu tidak boleìh ada pajak tanpa peìrseìtujuan 

rakyat meìlalui wakilnya di parleìmeìn. 

Keìteìntuan teìrseìbutmeìrupakan bagian 

dari impleìmeìntasi asas leìgalitas dalam neìgara 

hukum. Asas leìgalitas adalah prinsip 

fundameìntal dalam sisteìm hukum modeìrn 

yang meìnyatakan bahwa seìgala tindakan 

peìmeìrintah khususnya yang meìmbatasi hak 

atau meìmbeìbani warga neìgara hanya boleìh 

dilakukan apabila beìrdasarkan hukum yang 

beìrlaku, dalam hal ini undang-undang. Dalam 

konteìks peìrpajakan, asas leìgalitas meìmastikan 

bahwa neìgara tidak dapat seìcara seìpihak 

meìneìntukan siapa yang harus meìmbayar 

pajak, beìrapa beìsar pajaknya, dan bagaimana 

cara peìmungutannya, tanpa meìlalui 

meìkanismeì hukum formal. Asas ini 

meìmbeìrikan keìpastian hukum bagi wajib 

pajak seìrta meìmbatasi keìkuasaan neìgara agar 

tidak beìrsifat absolut dan seìweìnang-weìnang. 

Undang-undang peìrpajakan seìpeìrti Undang-

Undang KUP (Keìteìntuan Umum dan Tata 

Cara Peìrpajakan), UU PPh (Pajak 

Peìnghasilan), dan UU PPN (Pajak 

Peìrtambahan Nilai) adalah wujud nyata dari 

asas leìgalitas teìrseìbut dalam praktik. 
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Leìbih jauh lagi, Mahkamah Konstitusi 

dalam Putusan Nomor 63/PUU-XV/2017 

meìneìgaskan bahwa keìwajiban meìmbayar 

pajak adalah beìntuk kontribusi warga neìgara 

teìrhadap peìmbiayaan neìgara, yang hanya 

dapat dipaksakan apabila teìlah diatur seìcara 

sah dalam undang-undang. Putusan ini 

meìmpeìrkuat posisi hukum bahwa meìmbayar 

pajak tidak hanya meìrupakan keìwajiban 

moral, teìtapi juga keìwajiban hukum yang 

harus dijalankan dalam koridor konstitusional 

dan leìgal. Deìngan deìmikian, keìbeìradaan 

undang-undang seìbagai dasar peìmungutan 

pajak adalah manifeìstasi nyata dari neìgara 

hukum (reìchtsstaat) yang meìnjunjung tinggi 

keìadilan, keìpastian hukum, dan peìrlindungan 

hak-hak warga neìgara. Neìgara tidak dibeìri 

ruang untuk beìrtindak seìweìnang-weìnang, dan 

rakyat meìmiliki jaminan bahwa keìwajiban 

pajak yang dikeìnakan keìpada meìreìka teìlah 

meìlalui proseìs hukum yang adil dan 

deìmokratis. Oleìh seìbab itu, asas leìgalitas 

dalam peìmungutan pajak bukan seìkadar syarat 

administratif, meìlainkan prinsip fundameìntal 

dalam meìmbangun sisteìm peìrpajakan yang 

sah, adil, dan akuntabeìl. 

 

Pungutan yang Bersifat Memaksa 

Dalam sisteìm hukum Indoneìsia, pajak 

dikateìgorikan seìbagai pungutan yang beìrsifat 

meìmaksa, yang artinya seìtiap warga neìgara 

atau badan hukum yang meìmeìnuhi syarat 

seìbagai subjeìk pajak tidak meìmiliki pilihan 

untuk meìnolak keìwajiban meìmbayar pajak. 

Keìwajiban teìrseìbut meìleìkat seìcara yuridis, 

bukan beìrdasarkan keìheìndak pribadi, kareìna 

teìlah diteìntukan oleìh konstitusi, yakni Pasal 

23A Undang-Undang Dasar Neìgara Reìpublik 

Indoneìsia Tahun 1945, yang beìrbunyi: “Pajak 

dan pungutan lain yang beìrsifat meìmaksa 

untuk keìpeìrluan neìgara diatur deìngan 

undang-undang.” Dari keìteìntuan ini, dapat 

dipahami bahwa pajak bukanlah pungutan 

sukareìla seìpeìrti sumbangan atau donasi, 

meìlainkan keìwajiban hukum yang beìrsifat 

impeìratif, yaitu harus dipeìnuhi oleìh seìluruh 

warga neìgara yang dikeìnai pajak seìsuai 

undang-undang. Sifat meìmaksa dari pajak 

adalah manifeìstasi dari prinsip neìgara hukum 

dan prinsip keìadilan distributif, dimana seìtiap 

warga neìgara yang mampu seìcara eìkonomi 

turut beìrkontribusi untuk meìmbiayai 

keìpeìrluan neìgara deìmi keìpeìntingan umum. 

Kareìna posisi pajak sudah diteìtapkan 

oleìh konstitusi, maka tidak ada ruang bagi 

individu untuk meìnghindar dari keìwajiban 

teìrseìbut atas dasar keìtidakseìtujuan pribadi. 

Neìgara beìrhak meìnggunakan peìrangkat 

hukum dan administratif untuk meìnagih, 

meìneìtapkan, atau meìngeìnakan sanksi keìpada 

wajib pajak yang lalai atau meìnolak 

meìmbayar. Peìnolakan meìmbayar pajak, tanpa 

alasan hukum yang sah, meìrupakan beìntuk 

peìlanggaran teìrhadap konstitusi dan undang-

undang, seìrta beìrpoteìnsi dikeìnai sanksi 

administrasi maupun pidana seìsuai keìteìntuan 

dalam UU KUP (Keìteìntuan Umum dan Tata 

Cara Peìrpajakan). Sifat meìmaksa ini juga 

meìmiliki leìgitimasi moral dan sosial, kareìna 

neìgara meìmbutuhkan dana untuk 

meìnyeìleìnggarakan peìlayanan publik, 

peìmbangunan infrastruktur, peìndidikan, 

keìseìhatan, dan peìrlindungan sosial.  

Deìngan deìmikian, keìwajiban meìmbayar 

pajak yang beìrsifat meìmaksa bukanlah beìntuk 

peìnindasan atau peìmaksaan tanpa dasar, teìtapi 

meìrupakan peìrwujudan dari keìwajiban 

konstitusional seìbagai warga neìgara dalam 

neìgara hukum yang deìmokratis. Keìtaatan 

teìrhadap keìwajiban ini meìnceìrminkan 

keìsadaran hukum dan partisipasi aktif dalam 

keìhidupan beìrbangsa dan beìrneìgara. 

 

Tujuan untuk Kepentingan Negara   

Pasal ini meìneìgaskan keìduìduìkan pajak 

seìbagai instruìmeìn leìgal dan konstituìsional 

yang haruìs dipatuìhi oleìh seìluìruìh warga 

neìgara. Dalam tataran reìguìlatif, keìwajiban 

peìrpajakan diatuìr dalam beìrbagai uìndang-

uìndang, seìpeìrti :  

a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan (KUP) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan UU 

No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi 

Peraturan Perpajakan pada Pasal 1 angka 
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1 KUP bahwa “Pajak adalah kontribusi 

wajib kepada negara yang terutang oleh 

orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan Undang-Undang” 

dan pasal 2 ayat 1 “Setiap Wajib Pajak 

wajib mendaftarkan diri pada Kantor 

Direktorat Jenderal Pajak” 

b) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 

tentang Pajak Penghasilan (PPh) pada 

pasal 2 ayat 1 “Subjek Pajak adalah orang 

pribadi dan badan yang menerima atau 

memperoleh penghasilan” 
c) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 

tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 

(PPnBM) pada pasal 1 angka 1 “Pajak 

Pertambahan Nilai adalah pajak atas 

konsumsi Barang Kena Pajak dan/atau 

Jasa Kena Pajak”. 

d) Puìtuìsan Mahkamah Konstituìsi pada 

Puìtuìsan MK No. 63/PUìUì-XV/2017 

meìneìgaskan bahwa keìwajiban meìmbayar 

pajak meìruìpakan beìntuìk kontribuìsi warga 

neìgara teìrhadap peìmbiayaan neìgara deìmi 

keìseìjahteìraan beìrsama. 

Keìwajiban meìmbayar pajak meìmiliki 

dasar huìkuìm yang kuìat di Indoneìsia, baik 

seìcara konstituìsional (UìUìD 1945) mauìpuìn 

leìgislasi seìktoral (UìUì KUìP, UìUì PPh, UìUì 

PPN), seìrta dipeìrkuìat meìlaluìi yuìrispruìdeìnsi 

Mahkamah Konstituìsi. Deìngan deìmikian, 

meìmbayar pajak buìkan hanya keìwajiban 

huìkuìm, teìtapi juìga peìrwuìjuìdan tangguìng 

jawab konstituìsional seìbagai warga neìgara. 

 

Pajak Sebagai Perwujudan Partisipasi 

Warga Negara 

 Partisipasi warga neìgara dalam 

peìmbanguìnan tidak hanya teìrbatas pada 

peìmilihan uìmuìm atauì muìsyawarah puìblik, 

teìtapi juìga meìlaluìi kontribuìsi finansial meìlaluìi 

pajak. Meìnuìruìt Soeìmitro Djojohadikuìsuìmo, 

pajak adalah iuìran rakyat keìpada kas neìgara 

beìrdasarkan uìndang-uìndang yang dapat 

dipaksakan deìngan tiada meìndapat balas jasa 

seìcara langsuìng. Deìfinisi ini meìnggambarkan 

sifat meìmaksa dan tidak langsuìngnya imbalan 

atas peìmbayaran pajak. Deìfinisi ini 

meìnganduìng duìa uìnsuìr peìnting yaituì sifat 

meìmaksa dan tidak adanya imbalan langsuìng, 

yang meìmbeìdakan pajak dari suìmbangan 

suìkareìla atauì jasa timbal balik dalam transaksi 

privat. Masyarakat tidak dapat meìmilih uìntuìk 

meìmbayar atauì tidak meìmbayar pajak, kareìna 

keìwajiban ini meìleìkat seìcara huìkuìm, dan 

peìngguìnaannya tidak dibeìrikan keìmbali 

seìcara khuìsuìs keìpada peìmbayar, meìlainkan 

uìntuìk peìmbiayaan keìbuìtuìhan beìrsama. 

 Dalam konteìks partisipasi warga neìgara, 

Soeìmitro meìneìkankan bahwa pajak 

meìnceìrminkan asas gotong royong dalam 

bidang fiskal, dimana seìluìruìh eìleìmeìn 

masyarakat tanpa teìrkeìcuìali tuìruìt 

meìnyuìmbangkan dana uìntuìk peìmbanguìnan 

nasional deìmi keìpeìntingan koleìktif. Gotong 

royong fiskal ini meìruìpakan impleìmeìntasi 

praktis dari keìadilan distribuìtif yang meìnjadi 

landasan neìgara keìseìjahteìraan (weìlfareì stateì). 

Leìbih jauìh, gotong royong dalam peìrpajakan 

meìnceìrminkan prinsip keìadilan distribuìtif, 

yang meìruìpakan prinsip uìtama dalam neìgara 

keìseìjahteìraan (weìlfareì stateì). Dalam sisteìm 

neìgara keìseìjahteìraan, peìmeìrintah beìrtangguìng 

jawab uìntuìk meìwuìjuìdkan keìseìimbangan 

sosial dan eìkonomi, salah satuìnya deìngan 

meìnguìmpuìlkan dana dari warga neìgara seìcara 

proporsional dan meìndistribuìsikannya 

keìmbali dalam beìntuìk keìbijakan puìblik yang 

inkluìsif dan beìrpihak pada yang leìmah.  

 Oleìh kareìna ituì, peìmbayaran pajak buìkan 

hanya keìwajiban huìkuìm, teìtapi juìga 

manifeìstasi moral dan eìtis dari warga neìgara 

yang sadar akan tangguìng jawab sosialnya, 

seìbagai bagian dari masyarakat yang 

beìrkeìadilan. Pajak, dalam hal ini, meìnjadi 

simbol dari keìteìrlibatan aktif warga neìgara 

dalam peìmbanguìnan nasional, tidak dalam 

beìntuìk fisik atauì politis seìmata, teìtapi meìlaluìi 

kontribuìsi finansial yang sangat strateìgis bagi 

keìlangsuìngan hiduìp neìgara. 

 Pajak seìbagai beìntuìk partisipasi warga 

neìgara juìga diteìkankan oleìh Rochmat 

Soeìmitro (1990) yang dikeìnal seìbagai Bapak 

Peìrpajakan Indoneìsia, bahwa pajak 

meìruìpakan salah satuì beìntuìk keìtaatan warga 
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neìgara teìrhadap neìgara dan partisipasi dalam 

peìmbiayaan neìgara uìntuìk keìpeìntingan uìmuìm. 

Dalam peìrspeìktif yuìridis dan sosiologis, 

Soeìmitro meìlihat bahwa keìpatuìhan teìrhadap 

keìwajiban peìrpajakan meìruìpakan bagian dari 

keìwarganeìgaraan yang aktif (activeì 

citizeìnship). Peìmbayaran pajak meìnuìnjuìkkan 

bahwa warga neìgara buìkan hanya peìneìrima 

manfaat dari fuìngsi neìgara, teìtapi juìga 

peìnyuìmbang langsuìng dalam meìnopang roda 

peìmeìrintahan dan peìmbanguìnan. 

 

Pajak sebagai Instrumen Pembiayaan 

Pembangunan Nasional 

 Pajak meìruìpakan instruìmeìn uìtama dalam 

peìmbiayaan neìgara, kareìna meìmbeìrikan 

suìmbeìr peìneìrimaan yang paling stabil, 

beìrkeìlanjuìtan, dan sah seìcara huìkuìm uìntuìk 

meìnjalankan fuìngsi-fuìngsi neìgara. Seìbagai 

neìgara huìkuìm yang meìnganuìt sisteìm 

deìmokrasi dan prinsip keìseìjahteìraan (weìlfareì 

stateì), Indoneìsia meìmbuìtuìhkan dana beìsar 

yang dapat diguìnakan uìntuìk meìmbiayai 

beìrbagai seìktor vital, seìpeìrti peìndidikan, 

keìseìhatan, infrastruìktuìr, peìrlinduìngan sosial, 

dan peìrtahanan keìamanan. Seìktor-seìktor 

teìrseìbuìt tidak hanya peìnting bagi 

keìlangsuìngan hiduìp masyarakat seìcara 

individuìal, teìtapi juìga bagi stabilitas nasional 

dan peìmbanguìnan jangka panjang. Oleìh 

kareìna ituì, keìbeìradaan sisteìm peìrpajakan yang 

eìfeìktif, adil, dan beìrkeìlanjuìtan meìnjadi 

prasyarat muìtlak bagi keìbeìrhasilan 

peìmbanguìnan nasional. 

 Neìgara seìbagai peìmeìgang keìkuìasaan 

puìblik dan peìlaksana amanat konstituìsi, 

meìmbuìtuìhkan suìmbeìr daya finansial yang 

leìgal dan dapat dipeìrtangguìngjawabkan uìntuìk 

meìlaksanakan keìwajibannya dalam 

meìmbeìrikan peìlayanan puìblik, 

meìnangguìlangi keìmiskinan, dan meìndorong 

peìrtuìmbuìhan eìkonomi. Dalam konteìks inilah, 

pajak buìkan hanya meìnjadi instruìmeìn 

peìndanaan, teìtapi juìga alat uìntuìk meìncapai 

tuìjuìan sosial, eìkonomi, dan politik. Meìlaluìi 

keìbijakan fiskal yang beìrbasis pada pajak, 

peìmeìrintah dapat meìlakuìkan reìdistribuìsi 

peìndapatan, meìnguìrangi keìtimpangan sosial, 

seìrta meìndorong peìmeìrataan peìmbanguìnan 

antarwilayah. Pajak juìga meìmbeìrikan 

fleìksibilitas keìpada neìgara uìntuìk meìreìspons 

dinamika dan tantangan peìmbanguìnan, baik di 

tingkat nasional mauìpuìn global, seìpeìrti krisis 

eìkonomi, pandeìmi, mauìpuìn beìncana alam. 

 Leìbih lanjuìt, peìran strateìgis pajak juìga 

tampak dalam keìmampuìan neìgara uìntuìk 

meìngatuìr peìrilakuì eìkonomi masyarakat, 

seìpeìrti meìndorong inveìstasi, meìngeìndalikan 

konsuìmsi barang meìwah, seìrta meìlinduìngi 

seìktor-seìktor strateìgis meìlaluìi inseìntif atauì 

disinseìntif fiskal. Deìngan deìmikian, fuìngsi 

pajak tidak hanya seìbagai suìmbeìr peìneìrimaan 

(fuìngsi buìdgeìteìr), teìtapi juìga seìbagai alat 

peìngatuìr (fuìngsi reìguìleìreìnd) yang meìmiliki 

dampak langsuìng teìrhadap arah keìbijakan 

peìmbanguìnan nasional. Keìbeìrhasilan 

peìmbanguìnan, pada akhirnya, sangat 

diteìntuìkan oleìh seìjauìh mana neìgara mampuì 

meìngeìlola sisteìm peìrpajakan seìcara adil, 

transparan, dan akuìntabeìl, seìrta seìjauìh mana 

masyarakat meìmiliki keìsadaran dan 

keìpatuìhan dalam meìmeìnuìhi keìwajiban 

peìrpajakannya. 

 

Peìran Pajak dalam Peìmbiayaan Seìktor 

Vital 

Meìnuìruìt Mardiasmo, keìbeìrhasilan 

peìmbanguìnan nasional tidak hanya diteìntuìkan 

oleìh keìbijakan peìmeìrintah, teìtapi juìga sangat 

beìrgantuìng pada tingkat keìsadaran dan 

keìpatuìhan masyarakat dalam meìmeìnuìhi 

keìwajiban peìrpajakan. Dalam pandangannya, 

pajak buìkan seìkadar alat peìmuìnguìtan dana 

bagi neìgara, meìlainkan juìga meìruìpakan 

indikator seìjauìh mana masyarakat teìrlibat 

seìcara aktif dan beìrtangguìng jawab dalam 

proseìs peìmbanguìnan nasional. Mardiasmo 

meìnyatakan bahwa “tingkat keìsadaran pajak 

yang tinggi meìnceìrminkan partisipasi 

masyarakat dalam peìmbiayaan neìgara. 

Tanpa keìpatuìhan pajak yang baik, 

peìmbanguìnan tidak dapat dilaksanakan 

seìcara optimal.” Peìrnyataan ini meìneìgaskan 

bahwa keìtaatan masyarakat dalam meìmbayar 

pajak buìkan hanya masalah keìpatuìhan huìkuìm, 

teìtapi juìga bagian dari kontribuìsi nyata 
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teìrhadap keìbeìrlangsuìngan fuìngsi neìgara dan 

keìseìjahteìraan koleìktif. 

Deìngan kata lain, pajak beìrfuìngsi ganda 

yakni seìbagai instruìmeìn fiskal dan seìkaliguìs 

seìbagai baromeìteìr partisipasi warga neìgara 

dalam meìnduìkuìng program-program 

peìmbanguìnan. Tingginya keìpatuìhan pajak 

meìnuìnjuìkkan bahwa masyarakat meìnyadari 

peìntingnya keìbeìrlanjuìtan peìmbiayaan neìgara 

seìrta meìmiliki rasa tangguìng jawab teìrhadap 

amanat konstituìsional yang dibeìrikan keìpada 

peìmeìrintah. Seìbaliknya, reìndahnya keìpatuìhan 

meìnuìnjuìkkan leìmahnya keìsadaran warga 

neìgara teìrhadap peìran aktif meìreìka dalam 

keìhiduìpan beìrbangsa dan beìrneìgara. Oleìh 

kareìna ituì, peìningkatan keìsadaran pajak 

meìlaluìi eìduìkasi, transparansi, dan reìformasi 

administrasi peìrpajakan meìnjadi kruìsial dalam 

meìmbanguìn sisteìm fiskal yang adil, 

partisipatif, dan beìrkeìlanjuìtan (Syahrial Arif 

Hutagalung, Yessi Kurnia Arjani Manik, & 

Maulana Akhyar Hanif, 2025). 

Pajak juìga meìnjadi sarana uìtama bagi 

neìgara dalam meìnjalankan amanat konstituìsi, 

khuìsuìsnya seìbagaimana teìrcantuìm dalam 

Peìmbuìkaan Uìndang-Uìndang Dasar Neìgara 

Reìpuìblik Indoneìsia Tahuìn 1945, yakni uìntuìk 

meìlinduìngi seìgeìnap bangsa Indoneìsia, 

meìmajuìkan keìseìjahteìraan uìmuìm, 

meìnceìrdaskan keìhiduìpan bangsa, dan ikuìt 

meìlaksanakan keìteìrtiban duìnia. Seìmuìa tuìjuìan 

luìhuìr teìrseìbuìt meìmeìrluìkan duìkuìngan 

peìmbiayaan yang kuìat dan stabil, yang 

seìbagian beìsar beìrsuìmbeìr dari peìneìrimaan 

pajak. Oleìh seìbab ituì, keìsadaran dan 

keìpatuìhan pajak buìkan hanya keìwajiban 

individuì teìrhadap neìgara, teìtapi meìruìpakan 

peìrwuìjuìdan nilai-nilai konstituìsional dan 

moral keìbangsaan, seìrta kuìnci uìtama dalam 

meìwuìjuìdkan cita-cita Indoneìsia seìbagai 

neìgara yang adil, makmuìr, dan beìrdauìlat. 

 

Pajak dalam Peìrspeìktif Teìori Kontrak 

Sosial : Rouìsseìauì dan Lockeì 

Dalam teìori kontrak sosial, yang 

dikeìmbangkan oleìh peìmikir klasik seìpeìrti 

Jeìan-Jacquìeìs Rouìsseìauì dan John Lockeì, 

neìgara tidak teìrbeìntuìk seìcara alami, 

meìlainkan meìruìpakan hasil dari suìatuì 

keìseìpakatan (kontrak) antara individuì deìngan 

otoritas. Dalam kontrak teìrseìbuìt, individuì 

seìcara suìkareìla meìnyeìrahkan seìbagian hak-

haknya khuìsuìsnya hak uìntuìk meìngatuìr dan 

meìlinduìngi diri seìndiri keìpada neìgara, deìngan 

imbalan neìgara beìrkeìwajiban meìnjamin hak-

hak dasar individuì, seìpeìrti keìamanan, 

keìadilan, dan keìseìjahteìraan beìrsama. 

Pandangan ini meìnjadi fondasi dari konseìp 

neìgara modeìrn yang meìnjuìnjuìng tinggi hak-

hak warga dan meìneìkankan peìntingnya 

leìgitimasi keìkuìasaan meìlaluìi konseìnsuìs 

rakyat. 

Dalam karyanya Jeìan Jacquìeìs Rouìsseìauì 

yang beìrjuìduìl Duì Contrat Social (1762), ia 

meìnyatakan bahwa “Seìtiap individuì 

meìnyeìrahkan seìbagian hak miliknya keìpada 

neìgara, agar neìgara dapat meìnjamin 

keìbeìbasan dan keìseìjahteìraan koleìktif.” 

Pandangan ini meìneìgaskan bahwa leìgitimasi 

keìkuìasaan neìgara beìrsuìmbeìr dari peìrseìtuìjuìan 

rakyat seìcara koleìktif, yang diseìbuìt oleìh 

Rouìsseìauì seìbagai "volonté généraleì" atauì 

keìheìndak uìmuìm. Dalam konseìp ini, keìheìndak 

uìmuìm tidak seìkadar reìpreìseìntasi suìara 

mayoritas, teìtapi meìruìpakan keìseìpakatan 

moral dan rasional seìluìruìh warga neìgara uìntuìk 

meìncapai keìbaikan beìrsama. Oleìh kareìna ituì, 

individuì yang meìnjadi anggota komuìnitas 

politik beìrkeìwajiban tuìnduìk pada huìkuìm yang 

beìrasal dari keìheìndak uìmuìm teìrseìbuìt, kareìna 

pada dasarnya huìkuìm ituì adalah hasil dari 

keìseìpakatan dirinya seìndiri seìbagai bagian 

dari koleìktif. Dalam konteìks modeìrn, pajak 

meìruìpakan salah satuì beìntuìk konkreìt dari 

impleìmeìntasi "volonteì geìneìraleì". Pajak tidak 

dipuìnguìt atas dasar keìkuìasaan seìpihak neìgara, 

meìlainkan atas dasar konseìnsuìs bahwa 

masyarakat meìmbuìtuìhkan sisteìm koleìktif 

uìntuìk meìmbiayai peìlayanan puìblik, meìnjaga 

keìteìrtiban sosial, dan meìnjamin keìseìjahteìraan 

seìluìruìh anggota komuìnitas. Dalam peìrspeìktif 

Rouìsseìauì, meìmbayar pajak buìkan hanya 

keìwajiban huìkuìm, teìtapi juìga beìntuìk 

peìngabdian warga neìgara keìpada keìheìndak 

beìrsama, kareìna pajak beìrfuìngsi uìntuìk 

meìmbiayai keìpeìntingan uìmuìm yang teìlah 
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diseìpakati beìrsama seìbagai tuìjuìan beìrneìgara. 

Tindakan ini meìnceìrminkan keìsadaran politik 

yang tinggi, di mana warga neìgara 

meìneìmpatkan keìpeìntingan koleìktif di atas 

keìpeìntingan pribadi meìlaluìi meìkanismeì 

instituìsional seìpeìrti peìrpajakan. Leìbih jauìh, 

pandangan Rouìsseìauì meìneìgaskan bahwa 

keìtaatan meìmbayar pajak adalah ceìrminan 

inteìgrasi moral warga neìgara dalam 

komuìnitas politiknya. Ia tidak meìmbayar 

pajak kareìna takuìt sanksi atauì teìkanan neìgara, 

meìlainkan kareìna sadar bahwa kontribuìsi 

teìrseìbuìt adalah bagian dari peìran aktifnya 

dalam meìwuìjuìdkan keìadilan sosial dan 

keìseìjahteìraan beìrsama. Pajak dalam hal ini 

beìrtransformasi meìnjadi simbol solidaritas 

dan partisipasi politik, yang meìmpeìrkuìat 

reìlasi antara individuì dan neìgara dalam 

seìmangat gotong royong modeìrn. Maka dari 

ituì, sisteìm peìrpajakan yang adil dan transparan 

meìnjadi peìnting uìntuìk meìnjaga keìpeìrcayaan 

puìblik dan meìmpeìrkuìat leìgitimasi neìgara 

seìbagai peìlaksana keìheìndak uìmuìm. 

Dalam Two Treìatiseìs of Goveìrnmeìnt 

(1689), John Lockeì meìneìgaskan bahwa hak 

milik (propeìrty) adalah bagian dari hak 

alamiah (natuìral rights) yang meìleìkat pada 

seìtiap individuì seìjak lahir, di samping hak atas 

hiduìp dan keìbeìbasan. Namuìn, dalam keìrangka 

keìhiduìpan beìrneìgara, seìbagian dari hak 

teìrseìbuìt teìrmasuìk hak atas keìkayaan haruìs 

diseìrahkan keìpada neìgara uìntuìk meìnjamin 

peìrlinduìngan teìrhadap hak-hak lainnya seìcara 

koleìktif. Lockeì meìnyatakan bahwa leìgitimasi 

keìkuìasaan neìgara hanya beìrlakuì seìjauìh 

keìkuìasaan ituì beìrasal dari peìrseìtuìjuìan rakyat, 

dan dalam konteìks fiskal, ia sangat 

meìneìkankan prinsip “No taxation withouìt 

reìpreìseìntation”. Prinsip ini beìrarti bahwa 

peìmuìnguìtan pajak hanya sah apabila 

meìndapat peìrseìtuìjuìan dari rakyat meìlaluìi 

wakil-wakilnya di badan leìgislatif. Deìngan 

deìmikian, pajak buìkan seìkadar instruìmeìn 

peìmaksaan keìkuìasaan neìgara, meìlainkan 

meìruìpakan hasil dari kontrak sosial dan 

peìrseìtuìjuìan beìrsama yang meìnceìrminkan 

keìdauìlatan rakyat. 

Dari pandangan Lockeì teìrseìbuìt, dapat 

dipahami bahwa pajak yang sah seìcara moral 

dan politis adalah pajak yang lahir dari 

keìseìpakatan masyarakat meìlaluìi proseìs 

peìrwakilan yang deìmokratis. Artinya, pajak 

tidak boleìh dikeìnakan seìcara seìpihak atauì 

otoriteìr oleìh peìnguìasa, meìlainkan haruìs 

meìnjadi bagian dari sisteìm huìkuìm dan tata 

keìlola yang meìlibatkan rakyat dalam 

peìngambilan keìpuìtuìsan. Pajak haruìs 

diarahkan uìntuìk keìmaslahatan uìmuìm, buìkan 

uìntuìk keìpeìntingan golongan teìrteìntuì atauì 

meìmpeìrkaya peìmeìrintah. Oleìh kareìna ituì, 

prinsip “No taxation withouìt reìpreìseìntation” 

meìnjadi fondasi peìnting dalam sisteìm neìgara 

deìmokratis, teìrmasuìk Indoneìsia, yang 

meìneìgaskan bahwa seìluìruìh keìbijakan 

peìrpajakan haruìs diruìmuìskan dan disahkan 

meìlaluìi leìmbaga leìgislatif yang 

meìreìpreìseìntasikan keìheìndak rakyat, 

seìbagaimana diteìgaskan dalam Pasal 23A 

UìUìD NRI Tahuìn 1945.  

Leìbih jauìh, pandangan Lockeì 

meìmpeìrkuìat gagasan bahwa pajak buìkan 

hanya soal keìwajiban huìkuìm, meìlainkan juìga 

meìnyangkuìt leìgitimasi politik dan eìtika 

peìmeìrintahan. Neìgara yang meìmuìnguìt pajak 

dari rakyat wajib meìngguìnakannya seìcara 

akuìntabeìl dan transparan, kareìna dana yang 

dipeìroleìh adalah hasil peìngorbanan seìbagian 

hak milik individuì deìmi keìbaikan beìrsama. 

Maka dari ituì, partisipasi rakyat dalam proseìs 

peìnyuìsuìnan keìbijakan fiskal baik meìlaluìi 

wakilnya di parleìmeìn mauìpuìn meìlaluìi 

meìkanismeì puìblik lainnya meìruìpakan eìseìnsi 

dari neìgara yang deìmokratis dan beìrkeìadaban. 

Pajak, dalam keìrangka peìmikiran Lockeì, 

adalah simbol keìteìrikatan antara hak dan 

keìwajiban, antara keìbeìbasan individuì dan 

tangguìng jawab koleìktif dalam keìhiduìpan 

beìrneìgara. 

Pajak buìkan seìkadar instruìmeìn eìkonomi 

yang beìrfuìngsi meìnghimpuìn peìneìrimaan 

neìgara, meìlainkan juìga meìruìpakan reìfleìksi 

meìndalam dari reìlasi konstituìsional antara 

neìgara dan warga neìgara. Dalam peìrspeìktif 

teìori kontrak sosial, seìbagaimana 

dikeìmbangkan oleìh peìmikir klasik seìpeìrti 
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Jeìan-Jacquìeìs Rouìsseìauì dan John Lockeì, pajak 

dapat dipahami seìbagai bagian dari 

keìseìpakatan sosial, di mana individuì seìcara 

sadar dan suìkareìla meìnyeìrahkan seìbagian dari 

hak miliknya dalam hal ini beìruìpa keìkayaan 

atauì peìnghasilan uìntuìk dikeìlola oleìh neìgara 

deìmi meìwuìjuìdkan keìamanan, keìadilan, dan 

keìseìjahteìraan koleìktif. Proseìs ini buìkan 

seìmata-mata transfeìr eìkonomi, teìtapi 

meìnceìrminkan keìpeìrcayaan puìblik teìrhadap 

neìgara dan seìkaliguìs beìntuìk partisipasi aktif 

warga neìgara dalam meìmbiayai dan 

meìneìntuìkan arah peìmbanguìnan nasional. 

Oleìh kareìna ituì, keìpatuìhan teìrhadap 

keìwajiban peìrpajakan buìkan hanya uìkuìran 

administratif, meìlainkan juìga meìnjadi 

indikator peìnting dari keìdeìwasaan deìmokrasi 

dan keìmatangan partisipasi sipil. Di neìgara 

yang meìnjuìnjuìng tinggi prinsip keìdauìlatan 

rakyat dan suìpreìmasi huìkuìm, keìpatuìhan pajak 

meìnuìnjuìkkan bahwa warga neìgara meìmahami 

hak dan keìwajibannya seìcara seìimbang, seìrta 

peìrcaya bahwa neìgara akan meìngguìnakan 

dana pajak uìntuìk keìpeìntingan puìblik, buìkan 

uìntuìk keìpeìntingan seìmpit keìkuìasaan. 

Seìbaliknya, reìndahnya keìpatuìhan pajak 

meìnceìrminkan leìmahnya kontrak sosial, 

deìfisit keìpeìrcayaan puìblik, dan kuìrangnya 

akuìntabilitas fiskal dari neìgara. 

Dalam keìrangka peìmbanguìnan nasional, 

pajak meìnjadi sarana uìntuìk meìmpeìrkuìat 

solidaritas sosial, meìmbanguìn keìadilan fiskal, 

dan meìwuìjuìdkan peìmeìrataan eìkonomi. Warga 

neìgara yang taat pajak tuìruìt seìrta meìnyokong 

anggaran neìgara yang diguìnakan uìntuìk 

peìndidikan, keìseìhatan, infrastruìktuìr, 

peìrlinduìngan sosial, dan peìlayanan puìblik 

lainnya. Deìngan deìmikian, peìmbayaran pajak 

buìkan hanya tindakan finansial, meìlainkan 

juìga peìrnyataan politik dan moral, bahwa 

individuì meìrasa meìnjadi bagian dari bangsa 

dan beìrtangguìng jawab atas keìbeìrlangsuìngan 

neìgara. Oleìh kareìna ituì, meìmbanguìn buìdaya 

keìpatuìhan pajak beìrarti juìga meìmbanguìn 

peìradaban deìmokrasi yang matang, di mana 

neìgara dan rakyat saling teìrikat dalam ikatan 

yang sah, adil, dan saling meìnguìatkan. 

 

Kendala dan Solusi dalam Meningkatkan 

Kepatuhan Pajak 

Meìskipuìn keìrangka huìkuìm meìngeìnai 

keìwajiban peìrpajakan di Indoneìsia teìlah diatuìr 

seìcara kompreìheìnsif meìlaluìi beìrbagai 

peìratuìran peìruìndang-uìndangan, keìnyataannya 

tingkat keìpatuìhan pajak (tax complianceì) di 

Indoneìsia masih beìrada pada leìveìl yang reìlatif 

reìndah dibandingkan deìngan poteìnsi pajak 

yang ada (tax ratio Indoneìsia masih beìrkisar 

di bawah 12% dari PDB meìnuìruìt data 

Keìmeìnkeìuì, 2023). Beìbeìrapa faktor uìtama 

peìnyeìbabnya adalah seìbagai beìrikuìt: 

 

a) Kurangnya Kesadaran Hukum 

Masyarakat 

Seìbagian beìsar wajib pajak, teìruìtama dari 

kalangan uìsaha mikro dan informal, masih 

meìmiliki peìmahaman teìrbatas meìngeìnai hak 

dan keìwajiban peìrpajakan. Reìndahnya liteìrasi 

huìkuìm pajak ini meìnyeìbabkan banyak wajib 

pajak meìlakuìkan peìlanggaran administratif 

buìkan kareìna keìseìngajaan, teìtapi kareìna 

keìtidaktahuìan. 

Meìnuìruìt Mardiasmo (2011), 

peìmbanguìnan keìsadaran pajak meìmeìrluìkan 

peìndeìkatan yang tidak hanya leìgalistik, teìtapi 

juìga eìduìkatif dan nilai-nilai keìwarganeìgaraan. 

 

b) Lemahnya Penegakan Hukum 

Perpajakan 

Peìneìgakan huìkuìm peìrpajakan di Indoneìsia 

masih meìnghadapi keìndala seìriuìs, seìpeìrti 

keìteìrbatasan SDM, sisteìm deìteìksi 

peìlanggaran yang beìluìm optimal, seìrta proseìs 

huìkuìm yang ceìndeìruìng birokratis dan lambat. 

Banyak kasuìs peìlanggaran peìrpajakan, 

teìrmasuìk pidana pajak, tidak beìrlanjuìt keì meìja 

hijauì kareìna keìkuìrangan alat buìkti atauì 

adanya peìnyeìleìsaian informal. Guìnadi (2005) 

meìncatat bahwa sisteìm sanksi tanpa 

peìneìgakan huìkuìm yang konsisteìn juìstruì akan 

meìnciptakan impuìnitas dan meìnggeìruìs 

wibawa huìkuìm pajak. 

Keìpatuìhan pajak juìga sangat dipeìngaruìhi 

oleìh truìst (keìpeìrcayaan) masyarakat teìrhadap 

instituìsi neìgara. Keìtika wajib pajak meìrasa 

bahwa dana yang dibayarkan tidak diguìnakan 
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seìcara eìfeìktif atauì transparan, maka timbuìl 

reìsisteìnsi atauì peìnolakan teìrhadap keìwajiban 

teìrseìbuìt. Meìnuìruìt teìori kontrak sosial 

Rouìsseìauì dan Lockeì, huìbuìngan antara neìgara 

dan warga neìgara beìrsifat timbal balik: 

keìwajiban warga neìgara uìntuìk meìmbayar 

pajak haruìs diimbangi deìngan keìwajiban 

neìgara dalam meìngeìlola pajak seìcara adil dan 

akuìntabeìl. 

Soluìsi dalam meìningkatkan keìpatuìhan 

pajak di Indoneìsia dibuìtuìhkan peìndeìkatan 

muìltidimeìnsional yang meìlibatkan aspeìk 

huìkuìm, peìndidikan, keìleìmbagaan, dan 

keìpeìrcayaan puìblik. Beìbeìrapa soluìsi strateìgis 

yang dapat diteìmpuìh antara lain: 

 

a) Edukasi Perpajakan Sejak Dini 

Eìduìkasi peìrpajakan tidak hanya meìnjadi 

tangguìng jawab Direìktorat Jeìndeìral Pajak, 

teìtapi juìga haruìs meìnjadi bagian dari sisteìm 

peìndidikan nasional. Mateìri teìntang hak dan 

keìwajiban peìrpajakan dapat diinteìgrasikan 

dalam kuìrikuìluìm seìjak jeìnjang peìndidikan 

dasar hingga peìrguìruìan tinggi. Seìlain ituì, 

kampanyeì puìblik yang beìrkeìlanjuìtan meìlaluìi 

meìdia massa dan meìdia sosial juìga peìnting 

uìntuìk meìmbanguìn buìdaya sadar pajak. 

Meìnuìruìt Mardiasmo (2011), keìsadaran pajak 

yang tinggi hanya dapat dicapai meìlaluìi proseìs 

eìduìkatif jangka panjang yang meìmbeìntuìk 

peìmahaman dan rasa tangguìng jawab seìbagai 

warga neìgara. 

 

b) Transparansi dan Akuìntabilitas 

Peìngguìnaan Dana Pajak 

Keìpeìrcayaan puìblik teìrhadap sisteìm 

peìrpajakan sangat diteìntuìkan oleìh seìjauìh 

mana peìmeìrintah mampuì meìnuìnjuìkkan 

bahwa dana pajak diguìnakan seìcara eìfisieìn, 

eìfeìktif, dan uìntuìk keìpeìntingan uìmuìm. 

Peìmeìrintah peìrluì seìcara teìrbuìka 

meìmpuìblikasikan laporan peìngguìnaan APBN 

dan APBD, seìrta meìnyeìdiakan saluìran 

partisipasi masyarakat dalam peìngawasan 

anggaran. 

Seìbagaimana dinyatakan oleìh Richard 

Muìsgraveì dalam teìori puìblic financeì, 

leìgitimasi pajak diteìntuìkan oleìh manfaat 

koleìktif yang dirasakan masyarakat atas dana 

yang teìlah meìreìka kontribuìsikan. 

 

c) Penguatan Penegakan Hukum 

Perpajakan 

Peìneìgakan huìkuìm yang konsisteìn, adil, 

dan profeìsional akan meìnciptakan eìfeìk jeìra 

(deìteìrreìnt eìffeìct) seìrta meìmpeìrkuìat keìpatuìhan 

suìkareìla. Peìnguìatan ini dapat dilakuìkan 

meìlaluìi: 

1. Peìningkatan kapasitas aparat peìneìgak 

huìkuìm pajak, 

2. Kolaborasi antara DJP deìngan aparat 

peìneìgak huìkuìm lainnya, 

3. Peìnyeìdeìrhanaan proseìs peìnanganan 

peìlanggaran administratif mauìpuìn 

pidana pajak. 

Guìnadi meìneìkankan bahwa leìmahnya 

peìneìgakan huìkuìm meìnjadi salah satuì faktor 

uìtama tidak eìfeìktifnya sanksi dalam sisteìm 

peìrpajakan nasional. 

 

d) Pemberian Insentif dan Kemudahan 

Administrasi bagi Wajib Pajak Patuh 

Peìndeìkatan yang beìrsifat positif seìpeìrti 

inseìntif fiskal, peìnghargaan keìpada wajib 

pajak teìladan, seìrta keìmuìdahan layanan 

administrasi akan meìndorong keìpatuìhan tanpa 

paksaan. Simplifikasi sisteìm peìlaporan dan 

peìmbayaran pajak, seìrta digitalisasi layanan, 

dapat meìmangkas biaya keìpatuìhan dan 

meìningkatkan partisipasi masyarakat dalam 

sisteìm peìrpajakan. Prinsip “seìrviceì-orieìnteìd 

tax administration” yang dikeìmbangkan 

dalam sisteìm peìrpajakan modeìrn teìrbuìkti 

eìfeìktif meìningkatkan keìpatuìhan dibandingkan 

peìndeìkatan yang seìmata-mata reìpreìsif. 

 

4. PENUTUP 

Kewajiban membayar pajak merupakan 

amanat konstitusional yang memiliki dasar 

hukum yang kuat dalam sistem hukum 

Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 

23A UUD 1945 serta berbagai peraturan 

perundang-undangan di bidang perpajakan. 

Ketentuan ini menegaskan bahwa seluruh 

warga negara memiliki kewajiban hukum 
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untuk berkontribusi dalam pembiayaan negara 

melalui mekanisme perpajakan. Pembayaran 

pajak merupakan perwujudan nyata partisipasi 

warga negara dalam pembangunan nasional 

secara kolektif. Melalui pajak, warga negara 

turut andil dalam proses pembangunan yang 

bersifat menyeluruh dan berkelanjutan di 

berbagai sektor kehidupan. Pajak menjadi 

instrumen vital dalam pembiayaan 

pembangunan nasional, baik di bidang sosial 

(pendidikan, kesehatan, kesejahteraan), 

ekonomi (infrastruktur, subsidi, UMKM), 

maupun politik (pemilu, pertahanan, dan 

pelayanan publik). Tanpa penerimaan pajak 

yang optimal, negara akan kesulitan 

menjalankanfungsinya secara maksimal. 

Tingkat kepatuhan pajak yang masih rendah 

menjadi tantangan serius dalam sistem 

perpajakan nasional. Untuk mengatasinya, 

dibutuhkan pendekatan menyeluruh melalui 

peningkatan edukasi perpajakan, pembaruan 

administrasi yang efisien dan ramah 

pengguna, serta pengelolaan pajak yang 

transparan dan akuntabel untuk 

menumbuhkan kepercayaan publik. 
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